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2003 tentang Mahkamah Konstitusi(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 70, Tarobahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

Undang-UnderIg Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tabun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wallkota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tabun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor I Tabun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Peruerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tabun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5678);

3

4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor I Tabun 2015

tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Peruilihan Gubernur Bupati dan Walikota;

Meinperhatikan

5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tabun 2015

tentang Tabapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati

dan Wallkota;

Menetapkan

Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim

Konstitusitangga1 3 September 2015

PERATURAN MAHKAMAH

PEDOMAN PENYUSUNAN

JAWABAN TERMOHON,

MEMUTUSKAN:

TBRKAIT

KONSTITUSI TENTANG

PERMOHONAN PEMOHON,

DAN KBTERANGAN PIHAK

Mahkamah

2 12^._



Dalam Peraturan inIyang dimaksud dengan

I. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945'

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Peruilihan

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan

kabupaten/kota untuk memillh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung
dan demokratis;

3. Komisi Peruilihan Urnum yang selanjutnya disingkat KPU adalah

Iembaga penyelenggara peruilihan urnum sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

urnum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan

Peruilihan;

KBTENTUANUMUM

BAB I

Pasal I

4. KPU/KIP Provinsi adalah Iembaga penyelenggara pemilihan urnum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggara peruilihan urnum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur'

5. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Iembaga penyelenggara pemilihan

urnum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggara pemilihan urnum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan WakilWalikota

6 Peruohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota

dan Wakil Walikota yang mengajukan keberatan terhadap KGputusan

3
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KPU/KIP provinsiatau KPU/KIP kanupaten/kota;

Termohon adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota

sebagaipenyelenggara Pemilihan;

7

8 Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang

meroperoleh terbanyak berdasarkan basil rekapitulasi

penghitungan suara yang ditetapkan o1eh Termohon dan meinpunyai

kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan o1eh
Pemohon

suara

PERMOHOllANPEMOHON, JAWABANTERMOHON DAN

KBTBRANGAN PIHAKTERE<A1T

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait

dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Peruilihan disusun

berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan inI

BAB U

Bagian Kesatu

Urnum

Sistematika Penyusunan Permohonan Peruohon sebagaimana dimaksud

dalam Pasa1 2, terdiri atas

Bagian Kedua

Sistematika Penyusunan Permohonan Feinohon

Pasa1 2

a. identitas Iengkap Pemohon;

b. uraian yangjelas mengenai

I. kewenangan Mahkamah;

2. kedudukan hukum Ilego! standing) Pemohon;

3. tenggang waktu pengajuan Permohonan;

4. pokok Permohonan Pemohon

Pasa1 3

4

lit, .



5. permintaan metitum) Pemohon

(1) Identitas Iengkap Peruohon sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 buruf

a paling kurang meinuat

a. nama dan alamat Peruohon dan/atau kuasa hukumnya;

b. nomor telepon (rumah, kantor, telepon seluler); dan

c. nomor faksimilidan/atau alamat surat elektronik (e-maill

(2)Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Permohonan Pemohonjuga meinuatidentitas Termohon

a. namaTermohon;

b. alamatTermohon

Pasa14

Pasa1 5

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 huruf b

angka I, paling furang meinuat

mengenai dasar hukum kewenangan

memeriksa, mengadili, dan meinutus perkara

Pemilihan;

b. uraian mengenai objek perkara perselisihan hasil Pemilihan.

c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam

memeriksa, mengadili, dan meroutus perkara perselisihan hasil
Pemilihan

a. Uralan

Pasa1 6

Kedudukan hukum pegolstonding) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam

Pasa13 burufb angka 2, paling kurang meinuat

a. uralan mengenai Peruohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan

berdasarkan keputusan Termohon

b. uralan mengenai penetapan nomor urut

Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon

c. pernyataan Pemohon bahwa Pemohon meminki kedudukan hukum

untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan basil Peruilihan

Mahkamah untuk

perselisihan hasil

pasangan

5

calon peserta
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Tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasa13 hurufb angka 3, paling kurang meinuat

a. uralan mengenaitenggang waktu pengajuan Permohonan berdasarkan

peraturan perundang-undangan;

mengenai waktu (han,

Keputusan Termohon tentang

Pemilihan;

c. pernyataan Pemohon mengenai pengajuan Permohonan Peruohon masih

dalam tenggangwaktu pengajuan Permohonan

b Uralan

Pasa1 7

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 burufb

angka 4, paling kurang meinuat

a. penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon

sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 6 ayat(11 dan ayat (2) PMK Nomor

I Tabun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan

HasilPemilihan Gubernur Bupati dan Walikota

b. penjelasan tentang kesalahan basil penghitungan suara yang ditetapkan

o1eh Termohon dan basil penghitungan suara yang benar menurut
Peruohon

tanggal, dan jam) penguinuman

penetapan perolehan suara basil

Pasa1 8

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 huruf b angka 5 paling
kurang meinuat

apernyataan Peruohon untuk meinbatalkan basil penghitungan suara

yang ditetapkan o1eh Termohon

b. pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar
menurut Peruohon

Pasa1 9

6 IiQ_



Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 3 tercantum daiam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dan Peraturan ini

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud daiam

Pasa12, paling kurang meinuat

a. nama dan alamat Termohon;

buraian yang jelas tentang Jawaban Termohon terhadap Permohonan
Pemohon;

c. permintaan toetitum) Termohon

Bagian Ketiga

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon

Pasa1 11

Pasa1 10

(1) Nama dan alamat Termohon sebagaimana dimaksud daiam Pasa1 11

burufa paling kurang meinuat
a. nama

b. jabatan;

c. alamat kantor;

d. nomor telepon kantor;

e. nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik Ie-moan

(2) Seiain nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawaban

Termohon juga meinuat identitas kuasa hukum Termohon yang
mencakup

a. nama kuasa hukum Termohon;

b. ajarnat kuasa hukum Termohon

Pasa1 12

Pasa1 13

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 11 huruf b paling furang
meinuat:

7 1:1.



a. tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai penjelasan

tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 6 ayat(11 dan ayat(2) PMK Nomor I Tabun 2015

tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Peruilihan

Gubernur, Bupati, dan Wallkota

b. tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai penjelasan

tentang kesalahan basil penghitungan suara yang ditetapkan o1eh

Termohon dan basilpenghitungan suarayang benar menurut Pemohon

Pasa1 14

(1) Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 11 buruf c meinuat

permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara

hasil Pemilihan;

(2) Permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara

hasil Peruilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling furang
meinuat

a. pernyataan Termohon untuk menolak permohonan Peruohon atau

setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima

b. pernyataan Termohon untuk menguatkan basil penghitungan suara
yang ditetapkan o1eh Termohon

Pasa1 15

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalarn

Pasa1 11, selain meinuat uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 12

Pasa113 dan Pasa114, juga dapat meinuat eksepsiTermohon mengenai
a. tanggapan terhadap kewenangan Mahkamah;

b. tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal stundtngj Pemohon;
dan/atau

c. tanggapan terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan

Pasa1 16

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 15 buruf a

paling kurang meinuat

a. tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai dasar hukum

8 I^.



kewenangan Mahkamah untuk memeriksa mengadili dan meinutus

perkara perselisihan hasil Peruilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 5 hurufa;

b. tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai objek perkara
perselisihan hasil Peruilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5

burufb;

c. pernyataan Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam

mengadili permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud daiain Pasa1 5
burufc

Pasa1 17

Kedudukan hukum pegolstonding) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam

Pasa115 buruf b, paling kurang meinuat

a. tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon yang menyatakan bahwa

Termohon telah menetapkan pasangan calon Peserta Pemilihan

berdasarkan keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 buruf a;

b. tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon yang menyatakan bahwa

Termohon telah menetapkan nomor urut pasangan calon peserta

Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon sebagaimana dimaksud

dalam Pasa1 6 hurufb;

c. tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai kedudukan

hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan

hasilPemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 hurufc

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasa115 burufc, paling kurang meinuat

a. tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon menuenaitenggang waktu

pengajuan Permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa17 hurufa.

b. tanggapan Termohon terhadap danl Pemohon mengenai waktu Ihari,

tanggal, dan jam) penguinuman Keputusan Termohon tentang

Pasa1 18

9 171,



penetapan perolehan suara basil Pemilihan sebagaimana dimaksud
daiam Pasa17 burufb

pernyataan Termohon mengenaipengajuan Permohonan Pemohon masih

dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasa1 7 burufc

C

Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 11 tercantum dalam Lampiran U yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dan Peraturan ini.

Bagian Keempat

Sistematika Penyusunan Keterangan Fibak Terkait
Pasa120

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud

dalam Pasa1 2, terdiri atas

a. nama dan alamat Pihak Terkait

b. uraian yangjelas tentang Keputusan Termohon;

c. permintaan metitum) untuk menguatkan Keputusan Termohon

Pasa1 19

Nama dan alamat Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 20

burufa paling furang meinuat

a. nama dan alamat PihakTerkait dan/atau kuasa hukumnya;

b. nomor telepon Irumah, kantor, telepon seluler); dan

c. nomor faksimilidan/atau alamat surat elektronik (e-maili.

Pasa1 22

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 20 huruf b terhadap pokok Permohonan Pemohon

yang meinuattentang

a. tanggapan Pihak Terkait terhadap danl Pemohon mengenai penjelasan

tentang ketentuan pengajuan Permohonan Peruohon sebagaimana

Pasa121

10 lit.



dimaksud dalam Pasa1 6 ayat(11 dan ayat(2) PMK Nomor I Tabun 2015

tentang Pedoman Beracara Daiam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota

b. tanggapan Pihak Terkait terhadap danl Pemohon mengenai penjelasan

tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan o1eh

Termohon dan hasilpenghitungan suarayang benar menurut Pemohon

Pasa123

(1) Petitum untuk menguatkan KGputusan Termohon sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 20 huruf c paling kurang meinuat permintaan

kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang
penetapan perolehan suara basil Pemilihan;

(2) Permintaan kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan

Termohon tentang penetapan perolehan basil Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat(11, paling kurang meinuat

a. pernyataan Pihak Terkait untuk menolak permohonan Pemohon atau

setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima

b. pernyataan Pihak Terkait untuk menguatkan hasil penghitungan

suarayang ditetapkan o1eh Termohon

Pasa124

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud

daiam Pasa1 20, selain meinuat uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21, Pasa1 22 dan Pasa123, juga dapat meinuat eksepsiTermohon mengenai

a. tanggapan terhadap kewenangan Mahkamah;

b. tanggapan terhadap kedudukan hukum (!ego! standing) Peruohon;
dan/atau

c. tanggapan terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan

suara

Pasa125

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 24 huruf a

paling kurang meinuat

a. tanggapan Pihak Terkaitterhadap danl Peruohon mengenaidasar hukum

kewenangan Mahkamah untuk memeriksa mengadili dan meroutus

11 lit,



perkara perselisihan basil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 5 burufa;

b. tanggapan Pihak Terkaitterhadap danl Pemohon mengenaiobjek perkara
perselisihan basil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5

burufb;

c. pernyataan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dalam

mengadili permohonan Peruohon sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5
burufc

Pasa126

KGdudukan hukum negolstondtng) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam

Pasa124 burufb, paling kurang meinuat

a. tanggapan Pihak Terkait terhadap danl Pemohon yang menyatakan

bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon Peserta Peruilihan

berdasarkan keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 hutufa;

b. tanggapan Pihak Terkait terhadap danl Peruohon yang menyatakan

bahwa Termohon telah menetapkan nomor urut pasangan calon peserta

Peruilihan berdasarkan keputusan Termohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasa16 burufb

c. tanggapan Pihak Terkait terhadap danl Peruohon mengenai kedudukan

hukum Peruohon untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan

hasilPemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 burufc

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 24 hurufc, paling kurang meinuat:

a. tanggapan Pihak Terkait terhadap danl Pemohon mengenaitenggang

waktu pengajuan Permohonan berdasarkan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa17 burufa

b. tanggapan Pihak Terkaitterhadap danl Pemohon mengenai waktu than,

tanggal, dan jam) penguinuman Keputusan Termohon tentang

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud

Pasa127

12 <7Q.



dalam Pasa1 7 hurtif b;

c. pernyataan Pihak Terkait mengenai pengajuan Permohonan Pemohon

masih dalam tenggang wattu pengajuan Permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1 7 hurufc.

Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud

dalam Pasa1 20 tercantum dalam Lampiran 111 yang inertipakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

Pasa129

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara

dalam memeriksa, mengadili, dan meinutus perkara perselisihan basil

Pemilihan ditentukan Iebih Ianjut o1eh Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasa128

BAB IV

KBrB, ,TUA, , PENUTUP

Pasa130

Peraturan ini inulai berlaku pada tanggal diretapkan.

BAB 111

KBTE, ,Turn, LAIN-LAIN

Diretapkan diJakarta

pada gga1 8September2015

Ketu

V
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LAMPIRAN I

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSl

NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN

PEMOHON, JAWABAN TERMOHON DAN
KETERANGAN PIHAKTERKAIT

PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA



IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl

Pemohon menj'elaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili
perkara perseli^Ihan penetapan perolehan suara hasil pemiffhan Calon
Gubemurdan WakilGubemui/0810n Bupatidan WakilBupatfr'Calon Wallkota
dan WekilV'/ankota

SISTEMATIKA

PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

11. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDWG) PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon ada/ah Pasangan Calon Gubemur
dan Wakil Gubemun'Calon Bupati dan Wakil Bupafroalon Wallkota dan
Wakil Wallkota Peserta Pemi/Ihan dan Nomor Unit Pasangan Cabn Peserta
Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon

1/1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menj'elaskan tenggang waktu pengaj'uan permohonan sesuai
dengan ketentuan Pasa1757 ayat(5) UU 8/20/51'uricto Pasa15 ayat(I) PMK
1120f5, yaitu dial'ukan daiamjangka waktu pailhg lambat 3 x 24 (tiga kan dua
pu/uh empat) jam sei'ak Termohon mengumumkan penetapan perolehan
suara hasilpemifihan

IV. POKOK PERMOHONAN

a. Pemohon menj'elaskan ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana
of inaksud dalam Pasa1758 UU 8^0751/1ncto Pasa16 PMK 1120/5, yalu
f) I'urnlah penduduk of Provinsi/Kabupaten/Kata tempat Pemohon sebagai

pasangan cabn,

2) inaksima/ prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon
dengan pasangan calon peraih suera techanyak berdasarkan penetapan
hasilpenghitungan suara oreh Termohon

b. Kesa/ahan hasil penghitungan suara yang diretapkan oreh Termohon dan
hasilpenghitungan suara yang benarmenurut Pemohon

V. PETITUM

a. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan

b. Meinbatalkan Keputusan KPU\<IP Provinsi/Kabupaten\<of a tentang
penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubemur dan Wakil
Gubemur I Cabn Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Wallkota dan Wakil
Wallkota

c. Menetapkan pero/ehan suara hasi'/ Pemil^han Calon Gubemur dan Waki7
Gubemur I Cabn Bupati dan Wakil Bupati/ 0810n Wallkota dan Wekil
vile!!kota yang benarmenun. ,tPemohon



Hal Permohonan Pembata!an Keputusan Komisi Pemilihan Urnum/Komisi

Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Warn Gubernur/Calon

Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, tanggal

- Kop suretlogo -

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang be nanda tangan di bawah ini

I. Name

Warga Negara

A1amat

Jakarta. Desember 2015

2. Nama

Warga Negara

A1amat

Indonesia

nomortelepon/HP

nomor toksimili

email

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati
ICalon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, sena Calon Wallkota dan

Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015 Nomor Urut

Beadasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal. .. dalam hallni memberi

kuasa kepada

Indonesia

nomortelepon/HP

nomor faksimili

email

-L-
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c. Bahwa beadasarkan uralan tersebut of atas, menurut Pemohon Mahkamah

Konstitusi beMenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan
penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil

Cubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon \"Ialikota dan Wekil
Wallkota Tahun 2015

11. KEDUDUKAN HUKUM ILEGAL STANDWG) PEMOHON

a. Bahwa beadasarkan Pasa1 2 huruf a dan Pasa1 3 ayat (1) huruf a Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor I Tahun 2015 tentsng Pedoman Beracara

dalam Perkara Perselisihan Hasi! Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor

tentang ... (misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon

Peserta Pemilihan beadasarkan keputusan Termohon);

c. Bahwa beadasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor

tentang ... (misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil

Bupati/Calon Walikota dan Wakil Wallkota Tahun 2015) benanggal. ..,
Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/

Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wallkota dan Wakil Walikota of

Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2015, dengan Nomor Urut ...;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon

mein 11iki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan

pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor

tentang ... (misalnya: Penetapa. n Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon

Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil

\Valikota of Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2015

1/1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa beadasarkan Pasa1157 ayat(5) UU 8120/5 IUncto Pasa1 5 ayat (1)

PMK 1120/5, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat

diajukan dalam iangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali due puluh

-3-



empat)jam seiak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan
o1eh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang
(misalnya: Penalapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubemur

dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan

Wakil Wallkota of Provinsi/Kabupaten/Kota ...) dalam Pemilihan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wekil Bupati/Calon

Wallkota dan Wakil Walikota ... Tahun 2015 be nanggal. .. yang diumumkan
pada tanggal. .. pukul. .. WITNVITNWIB);

c. Bahwa beadasarkan uraian tersebut of atas. menurut Pemohon.

permohonan Pemohon dialukan ke Mahkamah Konstitusi masih daiam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan o1eh peraturan perundang-
undangan

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan

prosentase)

a. Bahwa beadasarkan Pasali58 ayat(2) UU 8/20/51uncto Pasa1 6 ayat

(1) PMK 1120/5, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan V\'akil Bupati/Calon Walikota dan

Wakil Walikota o1eh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan

ketentuan sebagai berikut

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*)

Permohonan

No

Gumlah

Jumlah Penduduk

2

s 2000.000

penduduk

> 2000.000 - 6000.000

3 > 6000.000 - 12,000,000

4

dan

> 12.000.000

Perbedaan Perolehan Suara

beadasarkan Penetapan Perolehan
Suara Hasil Pemilihan o1eh

KPU/KIP Provinsi

2%

-4-

1.5%

I%

0.5%



(untuk pemiiihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sena Calon Wallkota dan

Wakil Wa!ikota*)

No Jumlah Penduduk

s 250,000

2

3

> 250.000 - 500.000

4

> 500.000 - 1000.000

> 1000.000

b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubemur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil

Walikota of Provinsi/Kabupaten/Kota ... dengan Iumlah penduduk

Iiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan

calon peelh suara terbanyak beadasarkan penetapan hasil

penghitungan suara o1eh Termohon paling banyak sebesar ...%

c. Bahwa Pemohon meinperoleh sebanyak suara, sedangkan

pasangan calon peraih suara terbanyak meinperoleh sebanyak

suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan

calon peeih suara terbanyak terdapat selisih seiumlah suara atau

sebesar ... %

Perbedaan Perolehan Suara
beadasarkan Penalapan Perolehan

Suara Hasil Pemilihan o1eh
KPU/KIP Kabupaten/Kota

2%

1.5%

I%

d. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi

ketentuan Pasa1 158 ayat (2) UU 8120/5 IUncto Pasa1 6 ayat (1) PMK
1120/5

0.5%

4.2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara o1eh

Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan colon, sebagai

contoh sebagai berikut

-5-
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(Beadasarkan tabel of atas Pemohon bereda of peringkat pertaina
dengan peroiehan suara sebanyak ... suara)

Tabe1 2B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Waki! Bupati/

Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No

Pasangan Nomor Urutl

2

Nama Pasangan Calon

Pasangan Nomor Urut 2

3 Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)

(Beadasarkan tabel of atas Pemohon bereda of peringkat pertaina
dengan perolehan suara sebanyak ... suara)

b. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan

adanya

Jumlah Suara

I) Bahwa tenadinya pengurangan suara Pemohon di KabupatenlKota

atau PPK atau TPS, yakni

2) Bahwa tenadinya penambahan suara bagi pasangan calon lain of

Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni

3) dst

Perolehan Suara

V. PETITUM

450,000

490.000

Beadasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut

I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Meinbatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor

tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur

dan Wakii Gubernur/Calon Bupati dan Wakii Bupati/Calon Walikota dan

WakilWalikota ... Tahun 2015 bertangga1. .. 2015 pukul. ..;

500,000

1,440,000

-7-



3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wallkota dan Wakil
Walikota Tahun 2015 dalam Keputusan KPU/KIP

Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tentang Penetapan Perolehan

Suara Hasil pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati
dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2015, yang
benar menurut Pemohon sebagai berikut

No

Pasangan Nomor Urutf

2

Nama Pasangan Calon

Pasangan Nomor Urut 2

3

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Urnum/Komisilndependen
Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk meIaksanakan putusan in I

Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, inohon putusan yang seadil-
adjlnya (ex aequo at bono)

Perolehan Suara

Nama (tanda tangan)

2

Hormat kami.

PE^, OHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

Nama (tanda tangan)

suara

*Ika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani o1eh kuasa
hukum

suara

suara

-a-



LAMPIRAN "

PEERTURAN MAHKAMAH KONSTITUSl

NOMOR 3 TAHUN 20.5 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN

PEMOHON, JAWABAN TERMOHON DAN
KETERANGAN PIHAKTERKAIT

PEDOMAN PENYUSUNANJAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA



IDENTITAS TERMOHON

SISTEMATIKA

PEDOMAN PENYUSUNANJAWABAN TERMOHON
TERHADAPPERMOHONAN PEMOHON

I. DALAM EKSEPSI Oika diperlukan dapat berisi)
1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl

Tanggapan/sanggahan Termohon techadap dam Pemohon yang
menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadiliperkara
perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemifihan Calon
Gubemur dan Waki/ Gubemui/Calon Bupati dan Wakil Bupati, 'Calon
Wallkota dan Waki/ Wallkota

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDWG) PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Termohon techadap dam Pemohon yang
menjb/askan Pemohon adalah Pasangan 0810n Gubemur dan Wakil
Gubemui/Calon Bupati dan Wakil Bupafroalon Wallkota dan Wakil
Wallkota Peserta Pemifihan dan Nomor Urut Pasangan Cabn Peserta
Pemiffhan berdasarkan Keputusan Termohon

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon techadap dew Pemohon yang
menj'elaskan fenggang waktu pengaj'uan permohonan sesuai dengan
ketentuan Pasa1 157 ayat (5) UU 8120f5 Iuncto Pasa1 5 ayat (7) PMK
7120i5, yaitu di^IUkan dabm langka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga
kan dua pu/uh empat)lieim seibk Termohon mengumumkan penetapan
perolehan suara hasilpemifihan

(Seiain eksepsitersebut of atas Termohon dapat mengaj'ukan eksepsilain,
misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kaburatau suret kuasa)

I I. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Termohon menanggapi dalli Pemohon yang menjblaskan ketentuan
penga/'uan permohonan sebagaimana dimeksud dabm Pasa1758 UU
8/20/51uncto Pasa16 PMK 1120/5, yartu

I) I'minh penduduk diprovinsfr'KabupatenKota tempat Pemohon sebagai
pasangan cabn,

2) inaksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon
dengan pasangan cabn peraih suara techanyak berdasarkan penetapan
basilpenghitungan suara oreh Termohon

b. Termohon menanggapi dam Pemohon mengenai kesalahan basil
penghitungan suara yang ditetapkan oreh Termohon dan hasil
penghitungan suarayang benarmenurutPemohon



1/1. PETITUM

a. Menyatakan eksepsiTermohon direnhia,

b. Menyatakan Permohonan Pemohon dito/ak etau tidak dapatditerima,

c. Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentsng
Penetapan Perolehan Suara Hasi'I Pemil^han Gubemur dan Wakil
Gubemui/Bupatidan Waki/ BupatM/ankota dan Wakil Wallkota tetap sah
dan benar



Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor -.../PHP. GUB/XII1/2015

IPHP. BUP/XII1/2015 atauatau IPHP. KOT/XII1/2015 yang

dimohonkan o1eh Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
\Vakil Bupati/Wallkota dan V'Jakil Wa!ikota ... Nomor Urut

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

- Kop suret KomisiPemiffhan Urnum Kabupaten/1<0ta-

Yang be nanda tangan di bawah ini

Nama

Jabatan

Jakarta,

.

nomor telepon kantor

nomor toksimili

ema"

behindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Urnum/Komisilndependen

Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota Beadasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

tanggal. .., dalam halini memberi kuasa kepada

A1amat Kantor

Desember 2015

Ketua Komisi Pemilihan Urnum/Komisi

Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota

I)

2)

3) dst,

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Kuasa Hukum pada

kantor ..., yang beralamat di. .., nomor telepon/HP .... nomor faksimili baik

sendiri-sendiri inaupun bersama-sama behindak untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

In dependen

-I-
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Dalam halini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor

diajukan o1eh Pemohon, sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI Oika diperlukan dapatberisj)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusitidak beMenang memeriksa dan

mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil

Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2015 yang diajukan
o1eh Pemohon dengan alasan

I) behwa

2) bahwa

3) dst

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memillki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara

hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan

Wakil Bupati/ Calon Wallkota dan Wakil Walikota sesuai dengan

peeturan perundang-undangan dengan alasan

I) bahwa

2) bahwa

3) dst

yang

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

I) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan o1eh Termohon pada

tanggal. .. pukul. .. . Dengan demikian. tanggang waktu 3 x 24 (tiga kali

dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada

tanggal. .. pukul. .. sampai dengan tanggal. .. pukul

2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada

tanggal. .. pukul

3)Behwa beadasarkan uraian tersebut of atas, menurut Termohon,

permohonan Pemohon diajukan meIewatitenggang waktu pengajuan
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Permohonan Pemohon yang ditentukan o1eh peraturan perundang-
undangan

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidakjelas dengan alasan

I) bahwa

2) bahwa

3) dst

4. DALAM POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan Gumlah penduduk dan prosentase'

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenaijumlah penduduk of

Provinsi/Kabupaten/Kota ... sebanyak ... Iiwa, menurut Termohon jumlah

penduduk yang benar adaiah sebanyak ... jiwa sehingga perbedaan

perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peeih suara

terbanyak beadasarkan penetapan hasil penghitungan suara o1eh

Termohon adalah sebesar ...%. Dengan demikian menurut Termohon,

permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasa! 158 ayat

(2) UU 8/20/51uncto Pasa1 6 ayat(I) PMK 1120/5

4.2. Jawaban Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

a Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai sellsih suara, menurut

Termohon adalah sebagai berikut

I) Bahwa tenadinya pengurangan suara Pemohon of Kabupaten/

Kota atau PRK atau TPS, yakni

Adalah tidak benar beadasarkan bukti (T .....) dan saksi

2) Bahwa tenadinya penambahan suara bagi pasangan calon lain of

Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni

Adalah tidak benar beadasarkan bukti(T .....) dan saksi

3) dst

b Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara

of kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Termohon adalah keliru
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karena sesuai dengan hasil penghitungan of kabupaten/kota atau PPK

atau TPS. Haltersebut diperkuat dengan bukti suraVtulisan (T. ...) sena
keterangan saksi

Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil

penghitungan suara yang didalllkan o1eh Pemohon adalah tidak

beelasan menurut hukum

C

1/1. PETITUM

Beadasarkan uraian sebagaimana tersebut of atas, Termohon memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSl

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan

Urnum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota. .. Nomor

tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wallkota dan

Wakil Wallkota ... Tahun 2015, be nangga1. .. 2015 pukul. ..;

Menetapkan Perolehan Suara Hasii Pemiiihan Calon Gubernur dan Wakii

Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil

Walikota ... Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut

.

.

.

No Nama Pasangan Calon

(Pasangan Terpilih)

2

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, inohon putusan yang

seadil-adjlnya (ex aequo at bono)

Pemohon (Pasangan No. ..)

Perolehan Suara

suara

suara

Selisih

-4-
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I. Nama (tanda tangan)

Hormat kami.

TERMOHONIKUASAHUKUMTERMOHON*

2. Nama (tanda tangan)

*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani o1eh kuasa hukum
Termohon
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LAMPIRAN 1/1

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSl
NOMOR 3 TAHUN 20.5 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN

PEMOHON, JAWABAN TERMOHON DAN
KETERANGAN PIHAKTERKAIT

PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAKTERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA



SISTEMATIKA

PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI Oika diperlukan dapat berisi)
1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl

Tanggapan/sanggahan PIhak Tentait techadap dam Pemohon yang
menj'elaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili^erkara
perseli^Ihan penetapan perolehan suara hasil pemiffhan Calon
Gubemur dan Wakil Gubemui/Calon Bupati dan Waki/ Bupati, 'Calon
Wallkota dan WakilWalikota

,. 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Pihak Tentait techadap dalli Pemohon yang
menjelaskan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubemur dan Wakil
Gubemui/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Cabn Wallkota dan Wakil
Wallkota Peserta Pemifihan dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan herdasarkan Keputusan Termohon

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan PI'hak Tentait techadap dam Pemohon yang
menj'e/askan tenggang waktu pengaj'uan permohonan sesuai dengan
ketentuan Pasa/ 157 ayat (5) UU 8120/5 I'uricto Pasa1 5 ayat (7) PMK
7120f5, yaitu di^I'ukan daiam langka waktu paling lambat 3 x 24 (figa
kan dua puluh empatlj'am sei'ak Termohon mengumumkan penetapan
perolehan suara basilpemiffhan

(Seiain eksepsitersebut of atas, PIhak Tentait dapat mengaj'ukan eksepsi
lain misalnya tentait dengan Permohonan Pemohon kabur atau suret
kuasa)

I I . DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Pihak Tentait menanggapi dam Pemohon yang menjelaskan ketentuan
pengaj'uan permohonan sebagaimana dimaksud dabm Pasa1 758 UU
8/20/51'uricto Pasa16 PMK f^075. yatu

f) I'urnlah penduduk diprovinsi^'Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai
pasangan cabn,

2) inaksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon
dengan pasangan calon peraih suara techanyak beadasarkan penetapan
hasilpengh^^ungan suara oreh Termohon

b. Pihak Tentait menanggapi dam Pemohon mengenai kesalahan hasil
penghitungan suara yang ditetapkan o1eh Termohon dan hasil
penghitungan suara yang benarmenurutPemohon



111. PETITUM

a. Menyatakan eksepsiPihak Tentait diterima,

b. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima,

c. Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsir'Kabupaten/Kota ... tentang
Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemil^han Gubemur dan Wakil
Gubemun'Bupatidan WakilBupati, 'Wallkota dan Wakil Walikota tetap sah
dan benar



Jakarta, ... Desember 2015

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor IPHP. GUB/XIIi/

2015 atau IPHP. BUP/XII1/2015 atau IPHP. KOT/XII1/2015 yang

dimohonkan o1eh Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil BupatiNValikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Baret Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang benanda tangan of bawah in I

I. Nama

Warga Negara

A1amat

- Kop suret KomisiPemilihan Urnum Kabupaten/Koto-

2. Nama

Warga Negara

A1amat

Indonesia

nomortelepon/HP

nomor toksimili

email

Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati
ICalon Wallkota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati. sena Calon Wallkota dan Wakil

Walikota of Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015 Nomor Urut ... Beadasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal. .. daiam hallni memberI kuasa kepada
I)

2)

3)

nomortelepon/HP

nomor toksimili

email

Indonesia

,

dst,

-I-



Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di
nomor telepon/HP ..., nomor faksimili balk sendiri-sendiri inaupun

bersama-sama behindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Seianjutnya disebut sebagai

Dalam halini memberI Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor

diajukan o1eh Pemohon, sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI Oika diperlukan dapat berisjl

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusitidak beMenang memeriksa
dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil

Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2015 yang dialukan
o1eh Pemohon dengan alasan

I) bahwa

2) bahwa

3) dst

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

PIHAK TERKAIT.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mein11iki kedudukan hukum (legal

standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara

hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan

Wakil Bupati/ Calon Wallkota dan Wakil Wallkota sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dengan alasan

yang

I) bahwa

2) bahwa

3) dst

C. TENGGANGWAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

I) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan o1eh Termohon pada

tanggal. .. pukul , . Dengan demikian. tanggang waktu 3 x 24 (tiga kali

dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada
tanggal. .. pukul. .. sampai dengan tanggal. .. pukul
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2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada
tanggal. .. pukul

3)Bahwa beadasarkan uraian tersebut of atas, menurut Pihak Terkait,

permohonan Pemohon diejukan meIewatitenggang waktu pengajuan

Permohonan Pemohon yang direntukan o1eh peraturan perundang-
undangan

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAKJELAS (OBSCUURLIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan

I) bahwa

2) bahwa

3) dst

4. DALAM POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan Gumlah penduduk dan prosentase)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenaijumlah penduduk di

Provinsi/Kabupaten/Kota ... sebanyak ... Iiwa, menurut Pihak Terkaitjumlah

penduduk yang benar adalah sebanyak ... jiwa sehingga perbedaan

pero!ehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peeih suara

terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara
o1eh Termohon adalah sebesar ...%. Dengan demikian menurut Pihak

Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal

158 ayat(2) UU 8/20/51uncto Pasa1 6 ayat (1) PMK 1120/5

4.2. Keterangan Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

a. Bahwa terhadap daiil Pemohon mengenai seiisih suara, menurut Pihak

Terkait adalah sebagai berikut

I) Bahwa tenadinya pengurangan suara Pemohon of Kabupaten/
Kota atau PPK atau TPS, yakni

Adalah tidak benar beadasarkan bukti(PT .....) dan saksi

2) Bahwa tenadinya penambahan suara bagi pasangan calon lain di

Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni

Adalah tidak benar beadasarkan bukti (PT .....) dan saksi

3) dst
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b. Bahwa techadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara
of kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Pihak Terkait adalah

keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan of kabupaten/kota atau

PPK atau TPS. Haltersebut diperkuat dengan bukti suraVtulisan (PT. ...)
sena keterangan saksi

c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil
penghitungan suara yang didajilkan o1eh Pemohon adalah tidak
beelasan menurut hukum

1/1. PETITUM

Beadasarkan uraian sebagaimana tersebut of ates, Pihak Terkait memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk mealatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSl

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seiuruhnya;

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan

Urnum/Komisilndependen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota. .. Nomor
tentsng Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wallkota dan

Wakil Walikota ... Tahun 2015, benangga1. .. 2015 pukul. ..;

.

.

.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. inohon putusan yang
seadil-adjlnya (ex aequo at bono)

I. Nama (tanda tangan)

Hormat kami,

PIHAKTERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAjT*

2. Nama (tanda tangan)

*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani Dieh kuasa hukum
Pihak Terkait
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